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Pengelolaan merupakan serangkian usaha yang bertujuan untuk menggali 
dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.Dalam 
pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan salah satunya dalam 
mengatur keuangan.Pajak dan retribusi memiliki andil yang cukup besar sebagai 
pilar yang menopang PAD di setiap kota/kabupaten.pendapatan retribusi pasar di 
Kota Tegal ada banyak yang tidak memenuhi target yang seharusnya. Hanya 
53,17% yang baru tercapai. YakniRp. 913.062.344 yang baru tercapai dari  target 
retribusi pasarRp. 1.799.888.000Hal ini dikarenakan adanya ketidakpatuhan 
pedagang dalam pembayaran retribusi yang seharusnya dibayarkan. Sehingga 
menjadi pemicu tidak tercapainya target retribusi pasar di Kota Tegal pada tahun 
2019.Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan retribusi 
pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di Kota Tegal. 
 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif.Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang 
dilakukan pada 2 informan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan 
retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sudah 
dapat dikatakan baik sesuai dengan fungsi manajemen yang ada.Tetapi ada 
kendala dalam pengelolaan retribusi pasar yakni ketidakpatuhan wajib retribusi 
dalam membayar kewajiban retribusinya. 
 








Name: Medhiana Khanza NPM: 2116500028 Title: Management of Market 
Levies to Increase Local Revenue in Tegal City. Thesis, Governmental Science, 
Pancasakti University, Tegal.Advisor I: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si and Advisor II: 
Dra. Erny Rosyanti, M.Si. 
 
Management is a series of businesses that aim to explore and utilize all the 
potential that is owned effectively and efficiently. In implementing regional 
autonomy, regions have the authority, one of which is in managing finances. 
Taxes and fees have a fairly large share as pillars that support PAD in each city / 
district. There are many market retribution revenues in Tegal City that do not 
meet the target they should. Only 53.17% has just been achieved. NamelyRp. 
913.062.344that has just been achieved from the target market retribution of Rp. 
1.799.888.000This is due to the non-compliance of traders in paying the fees that 
should be paid. So that it becomes a trigger for not achieving the target market 
retribution in Tegal City in 2019. 
 
This type of research used in this research is descriptive qualitative. Data 
collection techniques in the form of observation and interviews conducted on 2 
informants. The results of this study indicate that the management of market fees 
carried out by the Department of Cooperatives, SMEs and Trade can be said to be 
good in accordance with existing management functions. But there are obstacles 
in the management of market charges, namely non-compliance with mandatory 
levies in paying their retribution obligations. 
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Diawal terbentuknya Indonesia merupakan negara kesatuan.Yang mana 
terdiri dari beberapa pulau dan beberapa provinsi.Dalam melaksanakan 
pemerintahan, negara memberikan kewenangan kepada daerahnya sendiri yang 
disebut dengan otonomi daerah.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri.Daerah diberi 
kebebasan untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada sehingga dapat 
mengelola untuk kepentingan daerah itu sendiri.Menurut  Widjaja (25:2005) 
otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi 
implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok 
besar, yaitu pendelegasian politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, 
pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan. 
Otonomi daerah juga sudah diatur dalam Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 
mengenai pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja 
pemerintah daerah tercantum dalam pasal 2 yaitu : (1) Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan 
kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas 





Hak atas otonomi daerah ini juga tercantum dalam UU No. 23 tahun 
2014 pasal 4 yaitu : (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga 
merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. (2) 
Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah 
administratif  yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota. 
Otonomi daerah serta dalam era globalisasi, pemerintah daerah dituntut 
memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat 
sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan 
daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta 
pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien serta dengan 
sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggungjawab 
(Mustanir, Sellang, et al. 2018). 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan salah 
satunya dalam mengatur keuangan.Pajak dan retribusi memiliki andil yang cukup 
besar sebagai pilar yang menopang PAD di setiap kota/kabupaten.Pelaksanaan 
otonomi daerah terkait sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah 
lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, 
karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan 
inisiatif daerah untuk pembangunan daerah, sedangkan bentuk pemberian 





Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang 
bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi 
(Penjelasan UU No. 33 tahun 2004). 
Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-
undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengatur 
tentang diantaranya ; penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang 
perpajakan dan peningkatan efektivitas pengawasan. Hal tersebut berjalan secara 
bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan 
yang baik dan tepat, dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran. 
Begitu pula dengan pengelolaan retribusi pasar yang mana sumber dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah dari pemungutan retribusi 
pasar.Menurut UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar adalah lembaga 
ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.Sedangkan menurut 
Polanyi (2003) mengatakan pasar merupakan sebuah institusi sebagai arena 
praktik transaksi ekonomi berlangsung, dan telah ada sejak manusia mulai 






Menurut Said Sa’ad Marthon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme 
yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan 
transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan 
harga.Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan 
antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat 
yang berbeda.Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan 
kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia (Toni, 2014:3). 
Sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, pasar mulai 
mengalami perkembangan dan perubahan.Saat ini masyarakat mengenal dua jenis 
pasar, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.Pasar tradisional bukan sekedar 
sebagai tempat jual beli semata, namun lebih dari itu pasar terkait dengan 
konsepsi hidup dan interaksi sosial budaya. Pasar tradisional tidak semata 
mewadahi kegiatan ekonomi, akan tetapi pelaku juga dapat mencapai tujuan-
tujuan lain (Pamardhi, 1997: 21). 
Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, 
swasta atau koperasi yang berbentuk Mall, Hypermarket,Supermarket, 
Department Store, ShoppingCentre, Mini Market, yang pengelolaannya 
dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja 
dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label 






Menurut Sudarman (1989:86) Pasar memiliki lima fungsi utama, antara lain: 
1. Menetapkan nilai (sets value). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran 
nilai; 
2. Pasar mengorganisir produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di 
pasar, maka akan mendorong produsen (enterpreneur) memilih metode 
produksi yang efisien; 
3. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli barang 
tergantung pada penghasiklannya; 
4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan (rationing). Penjatahan adalah 
inti dari adanya harga; 
5. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan 
datang. 
Penataan pasar juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 
pasal 2 (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Pendirian Pasar Tradisional 
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar 
tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk 
juga koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; 
b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah 
kendaraan roda empat untuk setiap 100 m
2
 (seratus meter per segi) luas lantai 





c. Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat 
(hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 
Kota Tegal secara administratif berbatasan langsung dengan kabupaten 
Brebes dan kabupaten Tegal. Memiliki 4 kecamatan dan 27 kelurahan, dan 
memiliki 8 pasar tradisional yang mana merupakan salah satu sumber keuangan 
dan dapat menyokong pendapatan asli daerah di kota Tegal. Berikut daftar pasar 
yang ada di Kota Tegal beserta pendapatan retribusinya pada tahun 2019. 
Tabel 1. Daftar pendapatan retribusi pasar di kota Tegal tahun 2019 




Target (Rp) Keterangan % 

















4. Pasar Langon 32.750.000 30.000.000 Tercapai 109,17% 
5. Pasar 
Martoloyo 








7. Sewa Tanaman 
Hias Pasar 
Langon 
10.599.000 4.300.000 Tercapai 
246,49% 
8. Sewa Counter / 
Outlet Pasar 
Pagi Blok A 
250.668.119 233.588.000 Tercapai 
107,31% 
JUMLAH 913.062.344 1.799.888.000  
Sumber : Dinas UMKM kota Tegal 
Pada tabel diatas terlihat satu pasar yang belum mencapai target retribusi di 
tahun 2019. Seperti yang telah diterangkan diatas, pendapatan retribusi pasar di 
Kota Tegal ada banyak yang tidak memenuhi target yang seharusnya. Hanya 





targetretribusi pasar Rp. 1.799.888.000.Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah pada 
tahun 2019 senilai 4.483.960.316 kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan 
Asli Daerah hanya sebesar 21% saja. 
Hal ini dikarenakan adanya ketidakpatuhan pedagang dalam pembayaran 
retribusi yang seharusnya dibayarkan. Sehinggamenjadi pemicu tidak tercapainya 
target retribusi pasar di Kota Tegal pada tahun 2019. 
Dilansir dari  website TribunJateng.com berita aksi penolakan retribusi yang 
dilakukan oleh pedagang Pasar Pagi blok A menunjukkan bahwa adanya 
permasalahan antara Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dengan para 
pedagang terkait dengan retribusi. Berikut berita mengenai aksi penolakan 
retribusi yang dilakukan oleh pedagang pasar pagi Blok A. 
Sumber:https://jateng.tribunnews.com/2019/11/04/tolak-kenaikan-retribusi-
pedagang-pasar-pagi-kota-tegal-minta-dewan-hapus-sewa-kios (diakses pada 30 
November 2020 12.14 WIB) 
Berdasarkan data yang ada terdapat kekurangan pendapatan retribusi pasar 
dari target yang seharusnya dicapai. Dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan 
oleh Dinas terkait menjadi hal yang ingin diteliti.Maka dari itu peneliti tertarik 
untuk melakukan peneliatian dengan judul “PENGELOLAAN RETRIBUSI 
PASAR PAGI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI 





I.2 Rumusan Masalah 
Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 
dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 
dengan pelaksanaan, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan 
pelaksanaan (Stonner, 1982).  Berdasarkan latar belakang yang telah ditulisakan 
di atas ada beberapa masalah yang muncul di pasar pagi kota Tegal terkait 
pengelolaan retribusi pasar. Permasaalahan tersebut berkaitan dengan kurangnya 
jumlah pendapatan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli 
daerah.Sehingga dari permasalahan yang telah dijelaskan,  rumusan masalah yang 
akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di kota Tegal dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019? 
2. Apa saja faktor yang menghambat dalam pengelolaan retribusi pasar pasar 
di kota Tegal? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kota Tegal 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam 






I.4  Manfaat Penelitian 
1. Praktis 
a. Bagi Pemerintah 
Dapat dijadikan sebagai penentuan arah kebijakan dalam pengelolaan 
retribusi pasar. 
b. Bagi Mahasiswa 
Dapatmenambah referansi dalam penyusunan skripsi dan kemampuan 
menganalisa fakta yang ada di lapangan dan sebagai bentuk implementasi 
keilmuan yang sudah diperoleh di bangku kuliah. 
2. Teoritis 
1. Dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap 
selanjutnya. 
2. Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat menambah pengalaman 
peneliti dalam melakukan penelitian dan dapat berfikir secara analisis dan 







II.1 Penelitian Terdahulu 
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu 
sebagai perbandingan dan tolok ukur serta mempermudah penulis dalam 
menyusun penelitian ini.Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman dalam 
penelitian yang akan dikerjakan sekarang. Menurut Masyhuri dan Zainuddin 
(2008:100)Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang 
relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian : teori, konsep-konsep, analisa, 
kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. 
peneliti harus belajar dari penelitian lain, untuk menghindari duplikasi dan 
pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 
penelitian sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bukanlah 
penelitian yang pertama kali dilakukan melainkan sudah pernah dilakukan 
penelitian terkait hal yang sama sebelumnya. Penelitian sebelumnya memudahkan 
penulis dalam membuat penelitian ini dan penulis juga telah menganalisis 
penelitian terdahulu berkaitan dengan bahasa dalam penelitian ini. Berikut tabel 






Tabel 2. Perbedaan dan Kontribusi Penelitian Terdahulu 
Nama Peneliti Annisya Rahmadani, Universitas Islam Negeri Sumatera 
Utara, 2018 
Judul Penelitian Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Batu Bara 
Masalah Yang 
Diteliti 
Pada penelitian ini masalah yang diteliti terkait apakah 
adanya pengaruh retribusi pasar terhadap pendapatan asli 
daerah di Kabupaten Batu Bara 
Hasil Penelitian Retribusi daerah di Kabupaten Batu Bara sangat 
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. hal ini 
ditunjukkan dengan setiap peningkatan retribusi daerah 
sebesar 1 Rupiah maka akan menambah pendapatan asli 
daerah. 
Perbedaan Penelitian Yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah pengaruh 
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, 
sedangkan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 
pengelolaan retribusi pasar Pagi dalam meningkatkan 







Nama Peneliti Ainun Lativah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018 
Judul Penelitian Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
Masalah Yang Diteliti Pada penelitian ini masalah yang diteliti antara lain : 
- Pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah di Dinas Perdagangan Kota 
Bandar Lampung 
- Pandangan ekonomi islam tentang pengelolaan 
retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah 
Hasil Penelitian Pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota 
Bandar Lampung belum maksimal karena belum tercapainya 
target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan. 
Perbedaan Penelitian Yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah pengelolaan 
retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah 
dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan yang akan 
diteliti pada penelitian ini adalah pengelolaan retribusi pasar 
Pagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota 
Tegal tahun 2019 namun tidak berdasarkan perspektif islam 








Menurut Soegianto (2003:249), bahwa pengelolaan adalah : a). Proses atau 
pembuatan kebijakan  b). Menjalankan proses, melakukan kegiatan tertentu 
dengan menggerakkan tenaga oranglain  c). Proses yang membantu merumuskan 
kebijakan dan tujuan organisasi  d). Proses yang memberikan pengawasan pada 
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. 
Pengelolaan menurut Hamalik (1993:18) dalam hal ini identik dengan istilah 
manajemen itu sendiri yaitu merupakan suatu proses. Berdasarkan pendapat 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan berkaitan dengan 
penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Suharsimi Arikunto (1993:31), pengelolaan dapat disamakan dengan 
manajemen yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Sedangkan Adisasmita 
(2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu 
kegiatan.Akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi 
manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
Menurut Harsoyo (1997:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal 
dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usahayang bertujuan untuk 
menggali danmemanfaatkan segala potensi yangdimiliki secara efektif 
danefesienguna mencapaitujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. 
F.X.Soedjadi dalam syafiie dkk (1999:76) memberikan definisi perencanaan 
sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang 





dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara Siagian dalam 
bukunya filsafat administrasi menjelaskan bahwa perencanaan (planning) adalah 
keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang 
akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah di tentukan. 
Pengelolaan menurut Leiper (1990:256 dalam I Gde dan Surya Diarta, 
2009:80), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan seseorang atau 
sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat 
pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut : 
a) Planning (perencanaan), Perencanaan menyangkut strategi sebagai 
inplementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh 
karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. 
Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun 
demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan merupakan 
bagian dari keseluruhan proses perencanaan pengambilan keputusan 
pelaksanaan.  
b) Directing (mengarahkan) Penggerakan dapat didefenisikan sebagai 
keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan 
sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 
tercapainya tujuan organisasi dengan efesien dan ekonomis,  
c)  Organizing (Pengorganisasian) Pengorganisasian sebagai fungsi organik 
administrasi dan manajemen ialah keseluruhan proses pengelompokan 
orang-orang, alat-alat, tugas-tugas,tanggung jawab, danwewenang 





sebagai suatu kesatuandalam rangka pencapaiantujuan yang telah 
ditentukan.,  
d)  Controlling (pengawasan) Dari fungsifungsi manajemen terdahulu tidak 
akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling), atau sekarang banyak 
digunakan istilah pengendalian, menurut Handoko (1999:25), pengawasan 
adalah penemuan dan penerapan cara dari peralatan untuk menjamin bahwa 
rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, 
sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi 
dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap 
pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 
Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya 
pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan 
akan lebih sulit. 
Disini ada beberapa tujuan pengelolaan : 
1. Untuk pencapaian tujuan oranisasi berdasarkan visi dan misi. 
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 
bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 
tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling 
bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. 
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur 
dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efesien 





Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkian 
usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang 
dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yakti 
perencanaan, mengarahkan, pengorganisasian, dan pengawasan. 
II.3 Retribusi Daerah 
Menurut UU No 23 tahun 2014 pasal 1 (6) Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.Dalam otonomi daerah terdapat beberapa hak 
daerah yaitu salah satunya adalah dalam pengelolaan retribusi daerah.Retribusi 
daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas 
pelayanan yang diterima. 
Retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, retribusi dibayarkan 
apabila masyarakat menerima pelayanan langsung yang diberikan oleh pemerintah 
atau memberikan izin melakukan suatu kegiatan tertentu.sedangkan pajak daerah 
adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-
undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib 
membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) 
secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Marihot, 7:2013).  
Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada 
negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.Retribusi 
juga merupakan iuran pemerintah yang dapat dipaksakan apabila suatu 





pemerintah.Berbeda dengan pajak yang merupakan pungutan dari masyarakat oleh 
pemerintah yang mana pungutan ini bersifat wajib dan memaksa, baik untuk 
masyarakat yang menerima pelayanan atau tidak harus membayar iuran pajak 
tersebut sesuai peraturan yang berlaku. 
Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara 
karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara 
perorangan. Jasa tersebut dapat diartikan bersifat langsung, yaitu hanya yang 
membayar  retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sebagai contoh 
apabila masyarakat ingin menerima pelayanan dari pemerintah maka harus 
membayar sesuai dengan yang bersangkutan.Sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di Indonesia saat penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh 
pemerintah daerah.Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia sekarang ini adalah 
kategori retibusi daerah.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 
(Marihot, 5:2013). 
Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan 
antara pajak dengan retribusi. Perbedaan tersebut antara lain : 
a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara 
langsung baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak 
kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 
b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkkan dengan tujuan pembayaran, yaitu 
pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati 





Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, 
hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi. 
c. Sifat pemungutannya, pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap 
orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, 
retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa 
pemerintah yang dapat ditunjuk. 
d. Sifat pelaksanaannya, pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang 
berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap 
orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus 
membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis 
sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk 
membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada 
pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan 
mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda. 
e. Lembaga atau badan pemungutnya, pajak dapat dipungut oleh pemerintah 
pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut 
oleh pemerintah daerah. 
Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya 
ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan 
hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 
sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.Hal ini 
menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh 
pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada peraturan hukum 





Menurut Marihot (6:2013) Beberapa ciri yang melekat pada retribusi 
daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut : 
a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang 
dan peraturan daerah yang berkenan 
b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah 
c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) 
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya 
d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah yang dinikmati oleh orang atau badan 
e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu 
jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
II.3.1Objek Retribusi Daerah 
Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah.Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah 
daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang 
menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. 
Jasa tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu : 
a. Jasa Umum,  yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan 
dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa 





b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan  
asetyang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerahm penyediaan tempat 
penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan 
bibit. 
c. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan,  pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 
Obek retribusi daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 
1) Retribusi Jasa Umum 
 Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.Objek retribusi jasa 
umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau badan. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor28  Tahun 2009 pasal 150Retribusi 
jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini: 
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 





b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 
pelaksanaan asas desentralisasi. 
c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang 
diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan 
kemanfaatan umum. 
d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadiatau Badan yang membayar 
retribusi denganmemberikan keringanan bagi masyarakat yang tidakmampu 
e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
penyelenggaraannya. 
f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan 
satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat 
dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 
Jenis-jenis retribusi jasa umum saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2009 pasal 110, sebagaimana dibawah ini. 
a. Retribusi pelayanan kesehatan 
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta 
Catatan Sipil. 
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 
f. Retribusi pelayanan pasar 
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 





i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan 
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 
bersangkutan.Sedangkan yang menjadi wajib retribusi jasa umum 
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayara 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 
2) Retribusi Jasa Usaha 
 Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintahan daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 126 objek retribusi jasa usaha adalah 
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem 
komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 
prinsip komersial meliputi : 
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 
dimanfaatkan secara optimal; dan 






Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 150, retribusi jasa 
usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. 
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 
umum atau retribusi perizinan tertentu. 
b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya 
disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta 
yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh 
pemerintah daerah. 
Jenis-jenis retribusi jasa usaha saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2009 pasal 127, sebagaimana dibawah ini. 
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 
b. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 
c. Retribusi tempat pelelangan 
d. Retribusi terminal 
e. Retribusi tempat khusus parkir 
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 
g. Retribusi rumah potong hewan 
h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan 
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 
j. Retribusi penyebrangan di air 
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 
Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.Sedangkan 





menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemungut retribusi 
jasa usaha. 
3) Retribusi Perizinan Tertentu 
Menurut UU No 28 Tahun 2009 pasal 140 Objek Retribusi Perizinan 
Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada 
orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 
menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan 
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, darana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 150, retribusi 
perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini. 
a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 
kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 
b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 
umum. 
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan 
biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut 





Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 pasal 141, sebagaimana di bawah ini.Adapun teknis 
pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
a. Retribusi izin mendirikan bangunan 
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
c. Retribusi izin gangguan 
d. Retribusi izin trayek 
e. Retribusi izin usaha perikanan. 
Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.sedangkan yang menjadi wajib 
retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan 
tertentu. 
II.4 Retribusi Pasar 
Menurut Perwal Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2012 pasar adalah area tempat 
jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai 
pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan 
maupun sebutan lainnya. Pengelolaan retribusi pasar dapat menambah pendapatan 
asli daerah yang dikelola sendiri oleh daerah. 
Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas 
penggunaan, pemakaian, pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan 





yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar 
hewan (Mahmudi, 2010). 
Sedangkan menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang 
dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas 
pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/toko, dasaran, dan halaman 
pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di 
sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah lain sampai 
dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. 
Terdapat dua prinsip atas pengenaan retribusi, yang pertama adalah bahwa 
mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan yang harus 
dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka.Prinsip kedua adalah pengenaan 
retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi.Semakin rendah 
penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan (Mcmaster, 1991). 
Menurut penjelasan peraturan pemerintah No 69 Tahun 2010 tentang tata 
cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah; sebagai pelaksanaan Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah, yang dimaksudkan dengan retribusi pasar adalah 
pungutan daerah atau jasa pelayanaan penyediaan fasilitas pasar 
tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kioas yang dikelola 
pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang 
dikelola oleh perusahaan daerah (PD). Retribusi pasar termasuk golongan retribusi 
jasa umum yang tingkat penggunaan jasanya diukur berdasarkan kelas pasar, jenis 






II.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, 
adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 
yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
menggali perndanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah 
dapat bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah.Menurut UU No 33 Tahun 2004  Pasal 6, sumber PAD  antara 
lain : 
1. Pajak Daerah; 
2. Retribusi Daerah; 
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
4. Lain-lain PAD yang sah. 
Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lain-
lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi 
daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
No 31 Tahun 2004 meliputi : 
a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 
b.  jasa giro; 
c. pendapatan bunga; 
d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 
e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 





Menurut UU NO 33 Tahun 2004 pasal 7 dalam upaya meningkatkan PAD, 
Daerah dilarang : 
a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 
ekonomi biaya tinggi; dan   
b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat 
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan 
impor/ekspor.   
Menurut Santoso (1995:20), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber 
penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah 
sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sebagai berikut. 
II.5.1 Pajak Daerah 
a. Pengertian Pajak Daerah 
Menurut pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah, juga menjelaskan pajak daerah yang selanjutnya disebut 
pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah jenis pajak yang 
dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannyasehari-hari dilakukan 
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang digunakan untuk membiayai 






b. Jenis Pajak Daerah 
Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan jenis pajak yang dikelola Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah sebagai berikut: 
1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas: 
a) Pajak kendaraan bermotor. 
b) Bea balik nama kendaraan bermotor. 
c) Pajak bahan bakar kendaraanbermotor. 
d) Pajak air permukaan. 
e) Pajak Rokok. 
2) Jenis Pajak Kabupaten atau Kotaterdiri atas: 
a) Pajak Hotel. 
b) Pajak Restoran. 
c) Pajak Hiburan. 
d) Pajak Reklame. 
e) Pajak Penerangan Jalan. 
f) Pajak mineral bukan logam dan batuan. 
g) Pajak Parkir. 
h) Pajak air tanah. 
i) Pajak bumi dan bangunan perdesaandan perkotaan. 
j) Bea perolehan hak atas tanah danbangunan. 
II.5.2 Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara 





perorangan. Jasa tersebut dapat diartikan bersifat langsung, yaitu hanya yang 
membayar  retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sebagai contoh 
apabila masyarakat ingin menerima pelayanan dari pemerintah maka harus 
membayar sesuai dengan yang bersangkutan.Sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di Indonesia saat penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh 
pemerintah daerah.Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia sekarang ini adalah 
kategori retibusi daerah.Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 
(Marihot, 5:2013). 
II.6Definisi Konsep 
a. Pengelolaan merupakan serangkian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien sesuai 
dengan fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan, mengarahkan, 
pengorganisasian, dan pengawasan. 
b. Retribusi pasarpungutan daerah atau jasa pelayanaan penyediaan fasilitas pasar 
tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan kioas yang 
dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak 
termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (PD). 
c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali perndanaan dalam 






Pokokpenelitian adalah definisi secara terperinci dari konsep yang telah 
diuraikan diatas.Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana 
suatu variabel yang diteliti dapat diukur dengan indikator-indikatornya. 
Berikut pokok penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut. 
Fungsi-fungsi pengelolaan antara lain : 
a) Planning (perencanaan) 
b) Directing (mengarahkan)  
c)  Organizing (pengorganisasian)  
d)  Controlling (pengawasan)  
II.8Alur Pikir 
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 
yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 
pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2017) 
Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah menurut Undang-
Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya 
mengatur tentang otonomi daerah yang mana daerah memiliki hak dalam 
mengatur urusannya sendiri termasuk pula dalam urusan retribusi. Setiap daerah 
memiliki peraturan sendiri termasuk juga Peraturan Wali Kota Tegal No 19 
Tahun 2012 yang mengatur tentang retribusi pasar.Kemudian retribusi pasar 
dikelola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tegal. 
Retribusi pasar terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 





umum. Sedangkan Pendapatan Asli daerah adalah sumber keuangan yang 
didapatkan dari pengelolaan sumber daya alam di suatu daerah. 
Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
Gambar 1. Alur Pikir 
 
  Peraturan Wali Kota Tegal No 19 Tahun 
2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan 
Pengelolaan Retribusi Pasar  
 Planning (Perencaan) : Strategi sebagai 
implementasi kebijakan. 
 Directing (Mengarahkan) : keseluruhan 
proses pemberian dorongan bekerja 
kepada bawahan. 
 Organizing (Pengorganisasian) : proses 
pengelompokan dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditentukan 
 Controlling (Pengawasan) : penerapan 
cara dari peralatan untuk menjamin 
rencana telah dilaksanakan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kota 
Tegal 






Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. berdasarkan hal tersebut 
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.Rasional berarti kegiatan 
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 
oleh pemikiran manusia.Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis 
(Sugiyono, 2017). Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
III.1  TipePenelitian 
Tipe penelitian merupakan klasifikasi terhadap pendekatan yang digunakan 
dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian kali ini penulis 
menggunakan penelitian secara deskriptifkualitatif yang mana merupakan 
penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, satu organisasi, satu 
program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk 






Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2017 : 13) karakteristik 
penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. 
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), 
langsung ke sumber data dan peneliti instrumen kunci. 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 
outcome. 
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). 
Erickson dalam Susan Stainback (2003) menyatakan bahwa ciri-ciri 
penelitian kualitatif adalah metode kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti 
ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat hati-hati apa yang terjadi, 
melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di 
lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana 
penulis akan menguraikan data-data yang telah terkumpul dan dapat menarik 







Menurut Hasan (2009 :16) data merupakan keterangan-keterangan tentang 
suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dengan demikian 
dibutuhkan sumber yang akurat untuk memperoleh data yang terkait dengan 
penelitian ini. Menurut Lungan ( 2006 : 9) jenis data dapat diperoleh berdasarkan 
sumbernya adalah sebagai berikut. 
a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil 
observasi maupun wawancara oleh narasumber/informan pada objek/lokasi 
penelitian. 
b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung terkait 
dengan objek penelitian. Data sekunder berupa data pendukung yang 
bersumber dari literatur maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan 
objek/lokasi penelitian. Contoh data sekunder adalah jurnal, undang-undang, 
arsip dokumen, dsb. 
Berikut sumber data yang diperoleh dalam penelitian. 
Tabel 3. Sumber data penelitian 
No Jenis Data Sumber Data Tipe Penelitian Data 
1. Primer Wawancara Melakukan wawancara dengan 
informan penelitian terkait informasi 
yang akan dibutuhkan dalam 
melakukan penelitian ini. 
2. Sekunder Jurnal Mengutip jurnal penelitian terdahulu 
sebagai referensi dalam melakukan 
penelitian ini dan bukti bahwa 
penelitian ini telah dilakukan 
sebelumnya. 
Buku Membaca buku dengan teori yang 
sesuai dengan penelitian sebagai bukti 
bahwa penelitian ini memiliki teori 
yang jelas. 
Peraturan Membaca Undang-undang yang 







melakukan penelitian agar tidak 
melenceng dari peraturan yang ada. 
Dokumen Mengumpulkan dokumen dari dinas-
dinas terkait mengenai data-data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini 
sehingga data yang diperoleh benar-
benar akurat sumbernya dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, pada 
data primer peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan penelitian 
sedangkan pada data sekunder peneliti menggunakan jurnal, buku, peraturan 
perundang-undangan dan dokumen dari berbagai sumber untuk menunjang 
penelitian ini. 
III.3Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang-orang yang berpotensi memberikan data 
informasi berkaitan dengan fokus penelitian.Namun tidak semua orang dalam 
lingkup organisasi dapat dijadikan sebagai informan penelitian.Adapun informan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal 
Informasi yang didapatkan terkait bagaimana pengelolaan retribusi pasar 
di Kota Tegal tahun 2019. 
2. Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal 
Informasi yang didapatkan mengenai penjelasan terkait pendapatan 






III.4Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut : 
a. Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung 
terhadap objek penelitian. Sehingga data yang diperoleh merupakan gambaran riil 
dari sebuah fenomena atau kejadian yang akan diteliti oleh penulis. 
Pada saat melakukan observasi penulis melakukan pengamatan terhadap 
objek-objek yang berkaitan dengan penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui 
fenomena yang sesungguhnya terjadi sehingga peneliti dapat menyimpulkannya. 
Pada penelitian ini penulis melakukan observasi dengan memperhatikan 
keadaan pasar yang ada di Kota Tegal dan melihat berita terkait retribusi pasar di 
kota Tegal. 
b. Wawancara 
Menurut Moleong  (2006 : 186) wawancara adalah percakapan dengan 
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan. 
Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2007:412) mengemukakan 
beberapa macam wawancara, yaitu sebagai berikut. 
a. Wawancara Terstruktur 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 
informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 





berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 
telah dipersiapkan. 
b. Wawancara Tidak Terstruktur 
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 
wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 
permasalahan yang akan ditanyakan. 
c. Wawancara SemiTerstruktur 
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 
dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan 
wawancara terstruktur.Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 
diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan 
wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang 
dikemukakan oleh informan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur 
sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara 
peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya 
kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal & Kepala 
Bidang Pasar Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal serta mencatat 






III.5Teknik Analisis Data 
Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2017 : 244) menyatakan bahwa analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 
mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 
data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-
unit, melakukan sinetesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 
orang lain. Berikut metode yang sering digunakan dalam menganalisis data 
penelitian kualitatif. 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Reduksi data adalah proses perangkuman data dengan cara memilih hal-hal 
yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data 
yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
Pada penelitian ini penulis hanya memilih data-data yang dibutuhkan dalam 
penulisan ini. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data adalah hasil reduksi data yang dapat berbentuk tabel, grafik, 
phie card, pictogram, dan sejenisnya yang tersusun secara sistematis dalam pola 
hubungan sehingga mudah untuk dipahami.Dalam penelitian kualitatif, penyajian 
data cenderung dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan 





Pada penelitian ini penulis menyajikan data berupa tabel, grafik, dan uraian-
uraian. 
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conslusion Drawing/Verification) 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah segala langkah terakhir dalam 
menganalisis data penelitian kualitatif.Akan tetapi, kesimpulan awal yang 
dikemukakan biasanya masih bersifat sementara sehingga dapat berubah apabila 
tidak ditemukan bukti yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data 
selanjutnya.Sebaliknya, apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal 
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. 
Tahap akhir dalam penulisan ini adalah dalam menarik kesimpulan dari data-







Penelitian tentang Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah berlokasi di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota 
Tegal. Gambaran tentang lokasi penelitian akan diuraikan dalam beberapa bagian, 
sebagai berikut.  
IV.1  Gambaran Umum Kota Tegal 
IV.1.1  Kondisi Geografis 
a) Letak 
Kota Tegal Terletak diantara 109°08’ - 109°10’ Bujur Timur dan 6°50’ - 
6°53’ Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 
Hektar. Kota Tegal berada di Wilayah pantai utara, dari peta orientasi Provinsi 
Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh utara ke Selatan 
6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Dilihat dari Letak Geografis, Posisi Kota 
Tegal sangat strategis sebagai Penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan 
regional di wilayah Pantai Utara Jawa ( Pantura ) yaitu dari barat ke timur 
(Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau 











Gambar 2. Peta wilayah Kota Tegal
 
Sumber : https://sites.google.com/site/gistegalkota/home/data-umum/profil-kota-tegal 
b) Batas Wilayah 
Secara Administrasi Wilayah Kota Tegal terbagi dalam 4 Kecamatan dan 27 
Kelurahan, dengan batas administratif sebagai berikut : 
• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. 
• Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal. 
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes. 
IV.1.2Visi dan Misi 
a. Visi 
" Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang 







1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, 
Berwibawah dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi. 
2. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, 
berbudaya, demokrasi, Melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk 
kesetaraan serta keadilan gender. 
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesahteraan 
pekerja dan masyarakat tidak mampu. 
4. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih 
dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energy 
terbarukan. 
5. Meningkatkan Kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta 
mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Ekonomi Keatif. 
6. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya. 
IV.1.3  Potensi Pasar Di Kota Tegal 
Kota Tegal memiliki 14 pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM dan 
Perdagangan yang mana memiliki potensi yang cukup baik dalam menambah 
Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal pada tiap tahunnya. 
IV.2  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasai Dinas Koperasi UKM dan 
Perdagangan Kota Tegal 
IV.2.1  Tugas 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, Dinas Koperasi, UKM 





kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan. Dinas Koperasi, UKM dan 
Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang 
koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang perdagangan. Rincian tugas 
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tegal diatur berdasarkan Peraturan 
Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal serta Peraturan Walikota 
Tegal  Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Tegal.  
IV.2.2Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota 
Tegal mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan 
bidang perdagangan;  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan 
bidang perdagangan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan 
menengah, dan bidang perdagangan;  
d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
dan Perdagangan;  
e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 







IV.2.3  Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 
Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan 
Perdagangan Kota Tegal terdiri dari: 
1. Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang 
perdagangan. Kepala Dinas mempunyai fungsi  
a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan 
bidang perdagangan;  
b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan 
bidang perdagangan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan 
menengah, dan bidang perdagangan; 
d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
dan Perdagangan; 
e. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan  
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 
Kepala Dinas membawahkan : 
1.1 Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas 
perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, 
evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, 
meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang 





keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan 
administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 
Perdagangan. 
Seketaris mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah, dan Perdagangan;  
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; 
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,  kerumahtanggaan, kerja 
sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;  
d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di 
lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 
Perdagangan;  
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah, dan Perdagangan; 
f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah  dan 
pengelolaan informasi dan dokumentasi; 
g. penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha 





h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
Sekretariat membawahi : 
1.1.2 Subbagian Program dan Keuangan 
Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan 
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta 
pelaporan di bidang program dan keuangan, meliputi : perencanaan dan 
program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. 
1.1.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan 
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta 
pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : pembinaan 
ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, 
kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, 
kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas 
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan. 
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal dipimpin oleh 
seorang kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis 






Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan 
fungsi : 
a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang metrologi; 
b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang metrologi legal; 
c. Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang metrologi legal; 
d. Pengelolaan ketatausahaan ; dan  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Bidang Metrologi Legal terdiri dari : 
a. KepalaUPTD yang melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di 
atas; 
b. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi 
serta pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan 
kepegawaian, meliputi perencanaan dan program kerja, keuangan, 
pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, 
kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian 
dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan 
administrasi di lingkungan UPTD Metrologi Legal. 
c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai jabatan fungsional mesing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.Kelompok Jabatan Fungsionaldalam 






3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Seorang 
Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai 
tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan Koperasi, 
dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, meliputi : penerbitan izin 
usaha simpan pinjam untuk koperasi, pengawasan dan pemeriksaan 
koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan 
pinjam koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan 
perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan 
usaha mikro, serta pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha 
mikro. 
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah mempunyai fungsi : 
a. fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;  
b. persetujuan penerbitan perizinan pembukaan kantor cabang, 
cabang pembantu, kantor kas koperasi simpan pinjam, dan unit 
simpan pinjam; 
c. pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan koperasi; 
d. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan 
pinjam/unit simpan pinjam koperasi;  
e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan 
pinjam koperasi;  






g. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;  
h. pelaksanaan kebijakan, pengesahan, pembentukan, penggabungan 
dan peleburan serta pembubaran koperasi;  
i. fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;  
j. fasilitasi pelaksanaan dan pengesahan perubahan anggaran dasar 
koperasi dan pelaksanaan pembubaran koperasi;  
k. pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam  dan Unit 
Simpan Pinjam  Koperasi;  
l. fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi;  
m. pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha kecil dalam penumbuhan 
iklim usaha bagi usaha kecil;  
n. pelaksanaan peningkatan skala usaha;  
o. pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;  
p. fasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah; 
dan  
q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai tugas dan fungsinya 
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:  
1.3.1) Seksi Pemberdayaan Koperasi;  
Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan koperasi, 
meliputi : fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam, persetujuan 





kantor kas dan unit simpan pinjam, pelaksanaan pemeriksaan, 
pembinaan dan pengawasan koperasi, pelaksanaan pemeriksaan dan 
pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, 
penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam 
koperasi, pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi 
pengurus koperasi, pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan 
koperasi; pelaksanaan kebijakan, pengesahan, pembentukan, 
penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi, fasilitasi 
pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, fasilitasi 
pelaksanaan dan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dan 
pelaksanaan pembubaran koperasi, pembinaan dan pengawasan 
koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta 
fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. 
1.3.2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. 
Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang 
pemberdayaan usaha kecil dan menengah, meliputi : pelaksanaan 
pemberdayaan pelaku usaha kecil dalam penumbuhan iklim usaha bagi 
usaha kecil, pelaksanaan peningkatan skala usaha, pembinaan dan 
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta fasilitasi akses 






4. Bidang Perdagangan 
Bidang Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, 
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan, 
dan promosi dan pengawasan, meliputi : perizinan dan pendaftaran perusahaan, 
stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan 
ekspor, pelaksanaan dan metrologi legal, serta standarisasi perlindungan 
konsumen. 
Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:  
a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan 
izin usaha toko swalayan;  
b. penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan 
barang; 
c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba  untuk penerima 
waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan 
dari waralaba dalam negeri, dan penerima waralaba lanjutan dari 
waralaba luar negeri; 
d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan 
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;  
e. penerbitan rekomendasi izin usaha perdagangan; 
f. penerbitan rekomendasi tanda daftar perusahaan; 
g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa 





h. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta 
pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan 
skala daerah (Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol 
golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung, untuk 
diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk 
diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah 
sampai dengan 15%, rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan 
bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar 
pulau); 
i. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan 
pokok masyarakat; 
Bidang Perdagangan, membawahi : 
1.4.1) Seksi Perdagangan 
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang  mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang 
perdagangan, meliputi : penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat 
perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar 
gudang dan surat keterangan penyimpanan barang, penerbitan surat 
tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba 
dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, 
dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri, pemeriksaan 
fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, 





izin usaha perdagangan, penerbitan rekomendasi tanda daftar 
perusahaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran 
jasa bisnis dan jasa distribusi, pembinaan dan pengawasan, monitoring 
dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam 
pengawasan skala daerah (surat izin usaha perdagangan minuman 
beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung, 
untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk 
diminum di tempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah 
sampai dengan 15%, rekomendasi surat izin usaha perdagangan bahan 
berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau), 
pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan 
pokok masyarakat, pembinaan, sosialisasi, koordinasi penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, pengawasan pengendalian pendistribusian 
dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan 
sampai konsumen akhir, pemantauan dan inventarisasai penyediaan, 
penyaluran dan kualitas bahan bakar minyak serta melakukan analisa 
dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM, pemberian 
rekomendasi lokasi tempat penyimpanan migas, dan pemberian ijin 
lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum.  
1.4.2) Seksi Promosi dan Pengawasan  
Dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi dan 





pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi 
produk ekspor unggulan, penyeleggaraan kampanye pencitraan produk 
ekspor, serta pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal. 
5. Bidang Pasar 
Bidang Pasar mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan 
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang 
pengelolaan pasar, dan pengembangan dan pemeliharaan pasar, meliputi : 
pengelolaan dan pendapatan pasar, pembangunan, pengembangan, 
perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, serta pengawasan 
kebersihan, ketertiban dan penataan pasar. 
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pasar mempunyai fungsi : 
a. perencanaan target pendapatan retribusi pasar; 
b. pemantauan pungutan retribusi pasar; 
c. perhitungan dan realisasi pendapatan retribusi pasar;  
d. pelaksanaan intensifikasi pungutan di lingkungan pasar; 
e. pembinaan terhadap pengelola pasar;  
f. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;  
g.  perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;  
h. pengawasan kebersihan, ketertiban dan penataan pasar; dan  
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 






Bidang Pasar, membawahi : 
1.5.1) Seksi Pengelolaan Pasar;   
Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi 
serta pelaporan di bidang pengelolaan pasar, meliputi : perencanaan target 
pendapatan retribusi pasar, pemantauan pungutan retribusi pasar, 
perhitungan dan realisasi pendapatan retribusi pasar, pelaksanaan 
intensifikasi pungutan di lingkungan pasar, pembinaan terhadap pengelola 
pasar. 
1.5.2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar. 
Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan dan 
pemeliharaan pasar, meliputi : pembangunan dan pengembangan sarana 
dan prasarana pasar, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
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IV.3  Sumber Daya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal 
IV.3.1  Kepegawaian 
Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 
Perdagangan Kota Tegal per September 2019 dapat dikelompokan sebagai 
berikut: 
a. Jenjang PNS Menurut Pendidikan 
No. Jenis Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah 
PNS L P 
1. Sarjana (S1 / S2) 11 7 18 
2. Sarjana Muda/D3 3 - 3 
3. SLTA 11 2 13 
4. SLTP 5 - 5 
5. SD 2 - 2 
 Jumlah 32 9 41 
 





JENIS KELAMIN  
JUMLAH L P 
1. I. 1 - 1 
2. II. 15 - 15 
3. III. 12 7 19 
4. IV. 4 2 6 
 Jumlah 32 9 41 
 









1. Sekretariat 9 2 7 
2. Bid Kop. dan UKM 3 3 - 
3. Bid. Perdagangan 3 1 2 
4. Bid. Pasar 20 20 - 
6. UPTD Metrologi 6 6 - 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam penelitian deskriptif kualitatif penulis memilih informan tidak 
pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan penulis dengan memilih 
orang-orang yang mengetahui persis seluk beluk permasalahan penelitian, hal ini 
agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan 
bagi pembaca. 
Tujuann penelitian ini yaitu dengan mengetahui pengelolaan retribusi 
pasar  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang dilakukan 
oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, untuk mengetahui target 
retribusi pasar tahun 2019 yang sudah tercapai, serta untuk mengetahui faktor 
yang mendorong dan menghambat dalam pengelolaan retribusi pasar di Kota 
Tegal. 
Pokok-pokok penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal Tahun 2019 adalah sebagai 
berikut : 
Fungsi-fungsi pengelolaan antara lain : 
a) Planning (perencanaan) 
b) Directing (Mengarahkan) 
c) Organizing (pengorganisasian) 






Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini, 
maka penulis akan memberikan pertanyaan kepada beberapa informan yang 
berhubungan dengan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal Tahun 2019. Informan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal 
2. Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal 
V.1  Hasil Penelitian 
Fungsi-Fungsi Pengelolaan 
a) Planning (Perencanaan) 
Planning (Perencanaan) merupakan strategi sebagai implementasi dari 
kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan 
beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana peran 
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal dalam mengelola 
retribusi pasar di Kota Tegal? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Diskop UKM dan Perdagangan Kota Tegal merupakan salah satu 
dinas pengelola retribusi pasar di Kota Tegal yang sudah melakukan 
pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan tugasnya menurut Perwal No 






Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Diskop UKM dan Perdagangan Kota Tegal merupakan salah satu 
OPD pengelola pendapatan dalam hal ini menangani pendapatan sewa 
dan retribusi pasar di Kota Tegal. adapun pasar yang menjadi objek 
pengelolaan saat ini sejumlah 14 (empat belas) pasar yaitu : 
a. Pasar pagi Blok A 
b. Pasar pagi Blok B dan C 
c. Pasar Kejambon 
d. Pasar Langon 
e. Pasar Bandung 
f. Pasar Sumurpanggang 
g. Pasar Krandon 
h. Pasar Karangdawa 
i. Pasar Randugunting 
j. Pasar Martoloyo 
k. Pasar Kraton 
l. Pasar Muara Anyar 
m. Pasar Beras 
n. Pasar Alun-alun 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sudah 
dilakukan sesuai dengan Peraturan WaliKota Tegal Nomor 19 Tahun 2012 dan 





2. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu upaya apa yang 
dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal dalam 
meningkatkan Retribusi Pasar? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Optimalisasi pendapatan dilaksanakan dengan koordinasi dengan 
OPD terkait antara lain Badan Keuangan Daerah dan Bagian Hukum. 
Pelaksanaan di lapangan dengan tetap melakukan penarikan 
retribusi/sewa yang tertunda dilaksanakan melalui pendekatan petugas 
kepada pedagang dengan cara memberikan penjelasan/edukasi sesuai 
aturan dengan cara melakukan sosialisasi kepada para pedagang. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan target retribusi 
pasar serta meningkatkan potensi pasar menjadi lebih baik dan melakukan 
pendekatan kepada wajib retribusi agar dapat menaati peraturan terkait 
retribusi dengan baik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan target retribusi pasar, 
melakukan penarikan retribusi/sewa sesuai aturan yang berlaku dan melakukan 





3. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah dampak 
positif dan negatif dari diterapkannya upaya tersebut? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Dampak positif dari diterapkannya upaya tersebut adalah pedagang 
menjadi lebih tertib dalam kewajiban membayar retribusi, sedangkan 
dampak negatifnya adalah adanya kesalahpahaman antara para 
pedagang dengan petugas. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Setiap tindakan di lapangan tentunya ada dampak positif dan 
negatifnya. Terkait hal tersebut, sisi positif yang didapat adalah pedagang 
dapat membayar retribusi yang menjadi kewajiban mereka sehingga 
menambah prosentase realisasi penerimaan retribusi sedangkan sisi 
negatifnya membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat agar tidak 
menimbulkan konflik berkepanjangan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
dampak positif dari diterapkannya upaya tersebut adalah para wajib retribusi pasar 
menjadi lebih terbit dalam membayar retribusi, sedangkan dampak negatifnya 







4. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apa yang menjadi 
faktor tidak tercapainya realisasi retribusi pasar tahun 2019? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Beberapa hal yang menjadi kendala di lapangan hingga 
mempengaruhi realisasi retribusi antara lain, 
a. Adanya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD 
dimana dalam pasal 36 menyebutkan objek retribusi tidak 
dikenakan pemanfaatan (sewa) sehingga menimbulkan persepsi 
berbeda antara Diskop UKMP dan Pedagang Pasar Pagi Blok A 
b. Selain pasal tersebut ada pula pasal lain yang mengatur tentang 
perjanjian yang dibuat sebelum Perda, namun masih belum 
adanya kesepakatan antara Diskop UKMP dengan pedagang 
pasar pagi blok A, hal ini juga berpengaruh terhadap rendahnya 
realisasi penerimaan retribusi. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Yang menjadi faktor tidak tercapainya realisasi retribusi pada tahun 
2019 yaitu adanya konflik antara pedagang pasar pagi blok A dengan 
Dinkop UKMP terkait perbedaan pemahaman peraturan yang berlaku, 
sehingga para pedagang tidak membayar retribusi sesuai dengan 
peraturan dan hal ini menjadi alasan terbesar tidak tercapainya realisasi 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang menjadi faktor tidak tercapainya realisasi retribusi pasar di tahun 
2019 adalah ketidakpatuhan para pedagang dalam membayar retribusi dan 
kurangnya informasi mengenai peraturan yang ada. 
Berdasarkan jawaban dari pertanyaan mengenai planning (perencanaan) 
peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 
sudah cukup baik dalam mengelola retribusi pasar yang merupakan salah satu 
sumber pendapatan asli daerah di Kota Tegal, pengelolaan pendapatan 
dilaksanakan dengan koordinasi dengan OPD terkait antara lain Badan Keuangan 
Daerah dan Bagian Hukum. Upaya yang dilakukan oleh Dinkop UKMP untuk 
meningkatkan pendapatan retribusi pasar yaitu dengan cara meningkatkan potensi 
pasar yang ada di Kota Tegal, melakukan penarikan retribusi kepada wajib pajak 
di lapangan sesuai aturan yang berlaku yaitu perwal no 19 tahun 2012, dan 
melakukan pendekatan kepada wajib retribusi melalui sosialisasi. Namun dalam 
penerapan upaya tersebut memiliki beberapa dampak positif dan negatif, yaitu 
wajib retribusi kurang memahami terkait peraturan yang ada, mereka cenderung 
berpatok kepada peraturan yang lama sehingga hal tersebut menimbulkan konflik 
berlebihan dengan pihak Dinas. 
b) Directing (Pengarahan) 
Pengarahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian 
dorongan bekerja kepada para bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. 
5. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada  
sosialisasi yang dilakukan kepada wajib retribusi (pedagang) dalam hal 





Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Ada. Sosialisasi tersebut ditujukan kepada para wajib retribusi agar 
dapat mematuhi kewajiban dalam membayar retribusi sehingga tidak 
terjadi penunggakan pembayaran retribusi. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Ada. Bertujuan untuk memberikan informasi kepada para wajib 
retribusi agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 
kepada para wajib retribusi (pedagang). 
6. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bentuk sosialisasi 
seperti apa yang dilakukan kepada wajib retribusi (pedagang)? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi secara lisan 
atau langsung kepada para wajib retribusi di lapangan yang dilakukan 
oleh petugas. Namun apabila dengan cara ini hasil yang didapat belum 
maksimal, maka Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan 
sosialisasi besar-besaran dengan cara mengundang wajib retribusi (pihak 





kewqjiban pembayaran retribusi lalu diberi arahan mengenai kewajiban 
membayar retribusi. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Sosialisasi langsung melalui pendekatan, pengarahan, edukasi dari 
petugas juru pungut, dan pengelola pasar secara lisan kepada pedagang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
sosialisasi yang dilakukan melalui pendekatan, pengarahan, edukasi dari petugas 
juru pungut, dan secara lisan, apabila dengan cara ini hasil yang didapat belum 
maksimal maka pihak Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melakukan 
sosialisasi secara besar-besaran. 
7. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu berapa kali 
sosialisasi tersebut diadakan? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Sosialisasi diadakan setiap saat apabila dibutuhkan. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Sosialisasi secara lisan dilakukan setiap saat guna mengingatkan 
wajib retribusi dalam menaati kewajibannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
sosialisasi dilakukan setiap saat apabila dibutuhkan guna mengingatkan wajib 





8. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada 
perubahan setelah melakukan sosialisasi? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Sebenarnya jika ditanya adanya perubahan atau tidak tentunya ada, 
namun dengan skala yang berbeda-beda bagi tiap wajib retribusi. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Perubahan itu pasti ada, walaupun tidak terlalu pesat. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, 
dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan setelah dilakukan sosialisasi kepada 
wajib retribusi. 
9. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu perubahan seperti 
apa yang terjadi sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi kepada wajib 
retribusi? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Karena hal ini terkait retribusi, maka perubahan yang ada adalah 
banyaknya pedagang yang membayar kewajiban retribusinya. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Perubahan yang terjadi adalah wajib retribusi dapat lebih tertib 





Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
perubahan yang terjadi setelah dilakukannya sosialisasi adalah wajib retribusi 
menjadi lebih tertib dalam melakukan kewajibannya. 
10. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana 
mekanisme pemungutan retribusi yang dilakukan oleh petugas? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Pemungutan retribusi dilaksanakan manual dengan penyetoran 
melalui petugas dengan bukti setoran berupa karcis retribusi. Serta dapat 
pula melalui sistem e-retribusi dengan menggunakan kartu e-retribusi 
yang dimiliki wajib retribusi 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Ada dua mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh petugas yang 
pertama dengan cara manual melakukan penyetoran wajib retribusi 
kepada petugas, dan yang kedua dengan menggunakan sistem e-retribusi 
yang mana dapat lebih memudahkan para wajib retribusi dalam 
membayar kewajiban retribusinya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
mekanisme pemungutan retribusi dilakukan dengan 2 cara yaitu cara manual 
dengan penyetoran secara langsung melalui petugas dan dapat pula melalui sistem 





11. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apa saja faktor-
faktor pendorong dan penghambat dalam mekanisme pemungutan 
retribusi? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Dalam pemungutan retribusi manual, adanya bantuan dari personil 
juru pungut non-ASN sangat membantu pengelola pasar dalam 
pemungutan retribusi, namun disisi lain pemungutan secara manual juga 
membutuhkan waktu lebih lama untuk persiapan, proses pemungutan, dan 
perhitungan nilai yang masuk. Dengan melalui e-retribusi, pengelolaan 
pendapatan retribusi menjadi lebih terkontrol karena dapat dilihat melalui 
sistem komputerisasi yang bekerjasama dengan Bank Jateng, namun tidak 
menutup kemungkinan adanya trouble di sistem yang dapat menghambat 
proses penarikan retribusi. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Yang menjadi faktor pendorong antara lain juru pungut yang bekerja 
maksimal sesuai dengan tugasnya, sistem e-retribusi yang sangat 
membantu petugas pengelola pasar sehingga menjadi lebih cepat dalam 
pemungutan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain para wajib 
retribusi yang terkadang tidak tertib sehingga ini juga yang menjadi faktor 
tidak tercapai realisasi anggaran retribusi pasar di tahun 2019. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 





dengan tugasnya, dan pihak pengelola pasar sangat dibantu dengan adanya sistem 
pembayaran e-retribusi yang dapat memudahkan dalam pembayaran retribusi, 
sedangkan faktor penghambatnya adalah sikap wajib retribusi yang terkadang 
kurang tertib dalam melakukan kewajiban retribusinya. 
Berdasarkan jawaban dari pertanyaan mengenai Directing (pengarahan) 
peneliti menyimpulkan bahwa Dinkop UKMP telah melakukan sosialiasi kepada 
wajib retribusi yang mana sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung melalui 
pendekatan, pengarahan, edukasi dari juru pungut, dan pengelola pasar secara 
lisan, dan apabila hasilya kurang maksimal maka Dinkop UKMP menindaklanjuti 
sosialisasi tersebut. Mekanisme pemungutan retribusi yang dilakukan petugas 
juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pemungutan manual kepada 
wajib retribusi di lapangan, serta dapat pula melalui sistem e-retribusi yang telah 
disiapkan oleh Dinkop UKMP. Namun dalam mekanisme pemungutan tersebut 
ada beberapa kendala yaitu dalam pemungutan manual memerlukan persiapan, 
proses pemungutan, dan perhitungan nilai retribusi yang masuk dan itu 
membutuhkan waktu yang tidak cepat. Sedangkan untuk yang melalui sistem e-
retribusi tidak menutup kemungkinan adanya trouble di sistem yang dapat 
menghambat proses penarikan retribusi. 
c) Organizing (Pengorganisasian) 
Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, 
alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga 
tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 





12. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah ada 
masalah dalam penentuan target retribusi pasar setiap tahunnya? Jika iya, 
masalah-masalah seperti apa saja? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Penentuan target yang ditetapkan terlalu tinggi, dimana potensi yang 
ada tidak berubah karena objek pasar yang jumlahnya tetap sehingga 
setiap tahun kendala akan tetap sama, yaitu penyesuaian target 
pendapatan terhadap realisasinya cenderung tidak terpenuhi 100%. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Tekadang target yang ditetapkan tidak menyesuaikan dengan potensi 
yang ada sehingga permasalahan setiap tahun selalu sama, yakni target 
yang ditetapkan terlalu tinggi sedangkan potensi yang ada tidak 
sebanding sehingga hal tersebut menjadi timpang dan pada akhirnya 
target tersebut tidak dapat terealisasikan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
adanya permasalahan dalam penentuan target retribusi pasar setiap tahunnya, 
masalah tersebut yakni target yang ditentukan tidak sesuai dengan potensi pasar 
yang ada sehingga target tersebut tidak dapat terealisasikan 100% setiap tahunnya. 
13. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apa penyelesaian 
dari permasalahan penentuan target tersebut? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 





Agar target dapat direalisasikan tentunya kita harus meningkatkan 
potensi pasar supaya dapat sesuai dengan target, upaya yang dilakukan 
adalah dengan cara menaikkan tarif retribusi bagi para wajib retribusi, 
dan kios/toko yang sebelumnya dikenakan tarif retribusi diubah menjadi 
tarif sewa. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Pada dasarnya potensi pasar yang ada di kota Tegal sudah bagus 
tetapi karena targetnya yang ditetapkan terlalu tinggi membuat target 
tersebut tidak dapat terealisasikan sesuai dengan keinginan, sehingga 
upaya yang dilakukan adalah meaikkan tarif retribusi, serta kios/toko 
yang sebelumnya dikenakan tarif retribusi diubah menjadi tarif sewa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
penyelesaian dari permasalahan penentuan target retribusi pasar adalah dengan 
cara menaikkan tarif retribusi bagi para wajib retribusi, serta kios/toko yang 
sebelumnya dikenakan tarif retribusi diubah menjadi tarif sewa. 
Berdasarkan jawaban dari pertanyaan mengenai Organizing 
(pengorganisasian) peneliti menyimpulkan bahwa adanya masalah dalam 
penentuan target retribusi pasar adalah penentuan target yang ditetapkan terlalu 
tinggi, sedangkan potensi yang ada tidak sesuai dengan target yang telah 
ditentukan sehingga setiap tahun kendala akan tetap sama, yaitu penyesuaian 
target pendapatan terhadap realisasinya cenderung tidak terpenuhi 100%. Dan 





wajib retribusi, dan kios/toko yang sebelumnya dikenakan tarif retribusi diubah 
menjadi tarif sewa. 
d) Controlling (Pengawasan) 
Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dari peralatan untuk 
menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
14. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana cara 
mengontrol retribusi yang ada? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Pengontrolan retribusi dilakukan dengan pemantauan pungutan 
retribusi baik langsung ke pasar ataupun melalui sistem e-retribusi serta 
laporan setoran harian dari bendahara penerimaan. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Mengontrol retrribusi yang masuk dengan cara memantau secara 
langsung di lapangan lalu disetorkan ke bendahara penerimaan melalui 
Bank Jateng dan untuk sistem e-retribusi disetorkan langsung ke 
pendahara penerima melalui Bank Jateng. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
cara mengontrol retribusi pasar adalah dengan melakukan pemantauan langsung 
di lapangan lalu dilaporkan ke bendahara peneriman melalui Bank Jateng setiap 
harinya, serta untuk sistem e-retribusi disetorkan langsung ke bendahara penerima 





15. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu kapan retribusi di 
serahkan ke bendahara penerima? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Retribusi diserahkan oleh petugas/pengelola pasar ke bendahara 
penerimaan pendapatan setiap hari kerja dan langsung disetorkan hari itu 
juga atau paling lambat 1 x 24 jam ke Bank Jateng. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Retribusi yang telah terkumpul kemudian diserahkan ke bendahara 
penerima setiap harinya paling lambat 1 x 24 jam melalui Bank Jateng. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
retribusi diserahkan ke bendahara penerimaan setiap hari kerja dan paling lambat 
1 x 24 jam. 
16. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu bagaimana 
kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang mana apabila target pendapatan retribusi tidak dapat direalisasikan 
maka hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keuangan 
daerah yang nantinya digunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 





Retribusi pasar sudah bisa dikatakan mampu memberikan kontribusi 
yang lumayan baik ya, walaupun tidak sepenuhnya PAD bersumber dari 
retribusi pasar. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
retribusi pasar yang ada merupakan sumber keuangan daerah dan dapat 
menyokong PAD untuk kepentingan daerah itu sendiri. 
17. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah 
pengelolaan yang dilakukan sekarang sudah optimal? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan Kota Tegal) pada 21 Januari 2021, mengatakan: 
Untuk kondisi saat ini, pengelolaan retribusi pasar sudah optimal 
sesuai aturan yang ada. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Pengelolaan retribusi pasar dilakukan untuk menambah sumber 
pendapatan daerah di Kota Tegal boleh dikatakan sudah optimal dan 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
pengelolaan retribusi pasar di Kota Tegal sudah dapat dikatakan maksimal dan 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
18. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan yaitu apakah perlu 
adanya evaluasi besar atau tidak? 
Menurut Drs. Joko Sukur Baharudin (Selaku Kepala Dinas Koperasi UKM 





Evaluasi tentu harus ada untuk semua sektor, untuk melihat potensi, 
kelemahan, tantangan, dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan 
guna pengembangan ke arah yang lebih baik. 
Menurut Yudi Arianto, S.kom, M.Kom (Selaku Kepala Bidang Pasar) 
pada 21 Januari 2021, mengatakan : 
Setiap kebijakan yang telah dilaksanakan tentunya memerlukan 
evaluasi agar kita dapat mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam 
menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, dan dapat mengetahui 
apakah dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 
perlu adanya evaluasi dalam setiap kebijakan apapun yang telah ditetapkan agar 
dapat mengetahui dampak positif mapun negatif dari adanya kebijakan tersebut. 
Berdasarkan jawaban dari pertanyaan mengenai Directing 
(pengarahan) peneliti menyimpulkan bahwa mengontrol retrribusi yang 
masuk dengan cara memantau secara langsung di lapangan lalu disetorkan 
ke bendahara penerimaan melalui Bank Jateng dan untuk sistem e-retribusi 
disetorkan langsung ke pendahara penerima melalui Bank Jateng setiap 
hari kerja selambat-lambatnya 1x 24 jam. Retribusi pasar merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang mana apabila target pendapatan 
retribusi tidak dapat direalisasikan maka hal ini tentunya akan sangat 
berpengaruh terhadap keuangan daerah yang nantinya digunakan untuk 
kepentingan daerah itu sendiri. Dan evaluasi diperlukan dalam pengelolaan 





langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan guna pengembangan ke 
arah yang lebih baik. 
V.2 Pembahasan atas Hasil Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan dari Leiper 
(1990:256 dalam I Gde dan Surya Diarta, 2009:80), dimana pengelolaan merujuk 
kepada seperangkat peranan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, 
atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. 
Fungsi-fungsi pengelolaan tersebut adalah : Planning (perencanaan), Directing 
(pengarahan), Organizing (pengorganisasian), Controlling (pengawasan).  
Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. 
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam hal 
pengelolaan retribusi pasar adalah dengan meningkatkan potensi pasar yang ada di 
Kota Tegal. Dimana kota Tegal memiliki 14 pasar yang merupakan sumber 
pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinkop UKMP,  melakukan penarikan 
retribusi/sewa kios secara manual yang dilakukan oleh petugas, dan dapat pula 
melalui sistem e-retribusi yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun pada 
praktiknya dalam penerapan upaya tersebut ada kendala yang membuat target 
retribusi pasar pada tahun 2019 tidak dapat tercapai, yakni membutuhkan waktu 
dalam proses penagihan retribusi kepada wajib retribusi, dan dalam proses 
penagihan tersebut terkadang ada beberapa wajib retribusi yang kurang 
memahami peraturan yang ada sehingga hal tersebut menimbulkan konflik untuk 
pihak Dinkop UKMP dengan wajib retribusi. Faktor faktor yang mempengaruhi 
tidak tercapainya target retribusi pasar pada tahun 2019 adalah adanya Perda No 7 





retribusi tidak dapat dikenakan pemanfaatan (sewa) sehingga menimbulkan 
persepsi yang berbeda antara Dinkop UKMP  dan wajib retribusi, serta adanya 
perjanjian yang dibuat sebelum Perda yang mana hanya disepakati oleh wajib 
retribusi sehingga hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda antara pihak 
Dinkop UKMP dengan wajib retribusi (pedagang). Namun usaha yang dilakukan 
oleh Dinkop UKMP sudah terbilang baik dalam meningkatkan pendapatan 
retribusi pasar walaupun target yang sudah ditetapkan belum dapat tercapai 
sepenuhnya karena untuk mencapai suatu tujuan harus adanya kerjasama antara 
pihak-pihak yang saling bersangkutan. 
Directing (pengarahan) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses 
pemberian  dorongan kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga 
mereka mau bekerja dengan ikhlaas demi tercapainya tujuan organisasi dengan 
efisien dan ekonomis. Dalam hal pengarahan pihak Dinkop UKMP melakukan 
sosialisasi dengan wajib retribusi agar wajib retribusi dapat mengerti mengenai 
peraturan yang berlaku agar tidak terjadinya persepsi yang berbeda antara pihak 
Dinkop UKMP dengan wajib retribusi. Sosialiasasi dilakukan dengan cara 
pendekatan kepada wajib retribusi, pengarahan, edukasi dari petugas juru pungut, 
dan pengelola pasar secara lisan kepada pedagang, apabila hal tersebut dirasa 
kurang maksimal maka pihak Dinkop UKMP melakukan sosialisasi secara lebih 
mendalam. Dengan adanya sosialisasi tersebut wajib retribusi menjadi lebih 
mengerti akan peraturan yang berlaku sehingga wajib retribusi menjadi sadar akan 
kewajibannya dan memiliki kesadaran dalam kewajiban retribusinya. Mekanisme 
yang dilakukan petugas juga dapat dilakukan secara manual maupun melalui 





retribusi dalam membayar retribusi. Pengarahan yang dilakukan Dinkop UKMP 
sudah terbilang cukup baik walaupun memerlukan waktu yang terbilang lama. 
Organizing (pengorganisasian) ialah keseluruhan proses pengelompokan 
orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian 
rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu 
kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal 
pengorganisasian pihak Dinkop UKMP memiliki masalah dalam kaitan penentuan 
target retribusi pasar yang harus dicapai setiap tahunnya. Kendala tersebut yakni 
target yang ditetapkan dan telah disepakati oleh pihak Dinkop UKMP, Badan 
Keuangan Daerah, dan Badan Hukum tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki 
pasar sehingga hal tersebut yang menjadikan target tersebut tidak dapat terpenuhi 
sepenuhnya dan kendala tersebut setiap tahunnya selalu sama. Sehingga pihak 
Dinkop UKMP mengambil keputusan untuk menaikkan tarif retribusi yang ada 
dan kios/toko yang sebelumnya dikenakan tarif retribusi diubah menjadi tarif 
sewa. Dalam kaitannya dengan pengorganisasian pihak Dinkop UKMP masih 
kurang baik dalam menjalankan fungsi pengelolaan. 
Controlling (Pengawasan) yang terakhir dari fungsi pengelolaan adalah 
pengawasan, dimana pengawasan merupakan penemuan dan penerapan cara dari 
peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
telah ditetapkan. Dalam hal ini pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinkop 
UKMP yaitu mengontrol  retribusi yang telah terkumpul dengan cara pemantauan 
pungutan retribusi baik langsung ke pasar ataupun melalui sistem e-retribusi. 
Laporan ke bendahara penerimaan juga dilakukan setiap harinya maksimal 1 x 24 





antara pihak Dinkop UKMP dengan bendahara penerimaan. Kontribusi retribusi 
terhadap PAD sudah cukup baik karena retribusi pasar merupakan sumber 
pendapatan daerah dimana keuangan yang ada digunakan untuk keperluan daerah 
itu sendiri. Serta adanya evaluasi yang dilakukan guna melihat potensi, 
kelamahan, dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan guna 
pengembangan ke arah yang lebih baik. Dalam hal pengawasan tentunya Dinkop 
UKMP sudah sangat baik dalam melakukan tugasnya. 
Apabila dikaitkan dengan pokok penelitian yang ada menurut Leiper 
(1990:256 dalam I Gde dan Surya Diarta, 2009:80) yang menyampaikan bahwa 
fungsi-fungsi pengelolaan antara lain : planning (perencanaan), directing 
(pengarahan), organizing (pengorganisasian), dan controlling (pengawasan). 
Mengacu kepada hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata kendala 
yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pasar saat berada di lapangan adalah 
adanya persepsi yang berbeda antara wajib retribusi dengan Dinkop UKMP terkait 
peraturan yang berlaku sehingga hal tersebut menimbulkan konflik yang 
berkepanjangan antara pihak Dinkop UKMP dengan wajib retribusi di lapangan. 
Hal ini menjadi faktor utama target retribusi pasar tidak tercapai di tahun 2019.  
Sehingga penyelesaian dari masalah tersebut adalah pihak Dinkop 
UKMP melakukan sosialisasi melalui pendekatan kepada wajib retribusi agar 
mereka dapat memahami peraturan yang berlaku serta dapat membayar kewajiban 







VI. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pengelolaan retribusi pasar di Kota Tegal sudah dapat dikatakan baik. 
Berdasarkan fungsi manajemen : Planning (perencanaan) peran Dinas 
Koperasi UKM dan Perdagangan sudah dikatakan BAIK.Directing 
(mengarahkan) peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 
dikatakan BAIK karena adanya kendala dalam pemungutan 
retribusi.Organizing (pengorganisasian) peran Dinas Koperasi UKM 
dan Perdagangan dikatakan KURANG BAIK karena target yang 
ditentukan tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 
pasar.Controlling (pengawasan) peran Dinas Koperasi UKM dan 
Perdagangan dikatakan BAIK dalam mengontrol retribusi pasar yang 
masuk serta melakukan evaluasi guna pengembangan ke arah yang 
lebih baik. 
2. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan retribusi adalah adanya 
konflik antara wajib retribusi dengan pihak Dinas Koperasi UKM dan 





VI. 2  Saran 
Berdasarkan kajian penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 
maka ada beberapa hal yang dapat menjadi saran rekomendasi, antara lain : 
1. Melakukan sosialisasi besar kepada wajib retribusi guna 
meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam kaitannya dengan 
pembayaran retribusi. 
2. Mensosialisasikan sistem aplikasi e-retribusi agar para wajib retribusi 
banyak yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat 
memudahkan petugas maupun wajib retribusi dalam penarikan 
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Planning (Perencanaan)  
1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran dinas UMKM dan Perdagangan Kota 
Tegal dalam mengelola retribusi pasar di Kota Tegal? 
2. Menurut Bapak/Ibuupaya apa yang dilakukan dinas UMKM dan 
Perdagangan Kota Tegal dalam meningkatkan Retribusi Pasar? 
3. Menurut Bapak/Ibuapakah dampak positif dan negatif dari diterapkannya 
upaya tersebut? 
4. Menurut Bapak/Ibuapa yang menjadi faktor tidak tercapainya target 
realisasi retribusi pasar tahun 2019?  
Directing (Pengarahan) 
5. Menurut Bapak/Ibuapakah ada sosialisasi yang dilakukan kepada wajib 
retibusi (pedagang) dalam hal kewajiban membayar retribusi? 
6. Menurut Bapak/Ibubentuk sosialisasi seperti apa yang diakukan kepada 
wajib retribusi (Pedagang)? 
7. Menurut Bapak/Ibuberapa kali sosialisasi tersebut diadakan? 
8. Menurut Bapak/Ibuapakah ada perubahan setelah melakukan sosialisasi? 
9. Menurut Bapak/Ibuperubahan seperti apa yang terjadi sebelum dan 
sesudah dilakukan sosialisasi kepada wajib retribusi? 
10. Menurut Bapak/Ibubagaimana mekanisme pemungutan retribusi yang 
dilakukan oleh petugas? 
11. Menurut Bapak/Ibuapa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat 







12. Menurut Bapak/Ibuapakah ada masalah dalam penentuan target retribusi 
pasar setiap tahunnya? Jika iya, masalah-masalah seperti apa saja?  
13. Menurut Bapak/Ibuapa penyelesaian dari permasalahan penentuan target 
tersebut? 
Controlling (Pengawasan) 
14. Menurut Bapak/Ibubagaimana cara mengontrol retribusi yang ada? 
15. Menurut Bapak/Ibukapan retribusi diserahkan ke bendahara penerimaan? 
16. Menurut Bapak/Ibubagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap PAD? 
17. Menurut Bapak/Ibuapakah pengelolaan yang dilakukan sekarang sudah 
baik? 
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